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PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Menimbang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 14 TAHUN 2001

TENTANG
PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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BUPATI KEDIRI

bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari
sektor Pajak, maka perlu memungut Pajak Hotel guna mendukung
biaya pembangunan di Kabupaten Kediri ;

bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undzng-undang Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Xediri Nomor 10
Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran sudah tidak sesuai lagi
schingga perlu ditinjau kembali ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagajnm:la dimaksud dalam huruf
a dan b perlu nfembentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tshun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9} ;

Undan@undaflg Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Piutang }Eegara' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 156, Tambahan Lm}‘naran Negara Republik Indonesia

Rl
Nomeor 2104) ; . Ay
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Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 ieniang Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3685);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 3685 }; ‘

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pcnag:han Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Iembaran Negarz Republik Indonesia
Notmor 3686);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dagrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3039y,
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang ?erimbmgan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indoqcsia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4048);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Penmdan,g—uildangaﬁ dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Keputusan Presiden ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tshun 1997 tentang
Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang

Penyidik Pegawai Negeri Sipii di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kediri.

Dengan persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG PAJAK

HOTEL.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.
b.

Daerah, adalah Kabupaten Kediri ;
Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

¢. Kepala Daerah, adalah Bupati Kediri ;

Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan
dacrah dan atau retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
vang berlaku ;

Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Persercan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan,
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi yayasan atau organisasi yang
sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha
lainmya ; ;

Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pungutan Daerah
atas pelavanan yang diberikan oleh pengusaha hotel ;



Hotel, adalah bangunan vang khusus disediakan bagi orang uniuk dapat
menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya
dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu,
dikelola dan dimiliki oleh pihak vang sama ;

Pengusaha Hotel, adalah perorangan 2fau  badan vyang
menyelenggarakan usaha penginapan ;

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnva disingkat SPTFD,

o)

adalah Surai yang digunakan oleh Wajib Pajak uniuk meiaporkan
perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan
Perundang-undangan perpajakan Daerah ;

Surat Setoran Pajak Daerah vang selanjutnya disingkat S8PD, adalah
Surat vang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran
atau penyeioran pajak yvang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain
vang ditetapkan oleh Kepala Dacrah ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah vang selanjutnyva disingkat SKPD,
adalah Surat Keputusan vang mensntukan besarnya jumlah pajak yang
terutang ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB, adaiah Surat Keputusan yang menentukan
besarnya jumiah pajak yang terufang, jumiah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi,
dan jumlah yang masih harus dibayar ,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bavar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Kepufusan yang
menentukan tambahan atas jumiah pajak yang telah ditetapkan ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjuinya disingkat
SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kciebihan
pembayaran pajak karena jumiah kredit pajak lebih besar dari pajak
yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil vang selanjufnya disingkat
SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang
terutang sama besamnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak

terutang dan tidak ada kredit ;
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p. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adaiahu
Surat untuk meiakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa
bunga dan atau denda ;

q. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk
tujuan  lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan perpajakan daerah ;

r. Penyidikan findak pidana dibidang perpajakan daerah, adalah
serangkaian tindakan vang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil yang selanjumya disebut Penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti, yang déngan bukti itz membuat ferang tindak
pidana dibidang Pajak Daerah yang terjadi serta mensmukan
tersangkanya.

BABII
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pagal 2

(1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelavanan di

Hotel ;

(2) Obyek Pajak adalsh setiap pelayanan yang disediakan dengan
pembayaran di Hotel :
(3) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara
lain : gubuk pariwisata (cottage), model, wisma pariwisata,
pesanggrahan (hostel), losmen dan rumah penginapan fermasuk
rumah kos dengan jumlah kamar 15 (lima belas) atau lebih yang
menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan :

b. Pelayanan penunjang antara lain : telepon, faximil, ielex. fotocopy,
pelayanan cuci, setrika, faksi dan pengangkutan lainnva yang
disediakan atau dikelola oleh pengusaha He.2l ;

Fasilitas Olah Raga dan Hiburan antara lain : Pusat Kebugaran

(Fitnes Center), kolam renang, tenis, golf, karaoke , Pub, diskotik

F}l

yang disediakan atau dikelola oleh pengusaha Hotel ;



d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan vang

disediakan cieh pengusaha penginapan.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adaiah :

a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan iasilitas tempat tinggal
lainnya yang tidak menyatu dengan Hotel ;
b. Asrama dan Pondok Pesantren ;
c¢. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di Hot=i vang
dipergunakan oleh bukan tamu penginapan dengan pembayaran |
d. Pertokoan, perkantoran, ?efbaféia.ﬂ., salon yvang dipakai oleh umum di
Hotel ;
¢. Pelayanan perjalanan wisata yang disclenggarakan oleh pengusaha
Hotel dan dapat dimanfaatkan olch umum.
Pasal 4
(1) Subyek pajak fempat penginapan adalah orang pribadi atau badan
yang melakukan pembavaran :
(2) Wajib Pajak Hotel adalah pengusaha Hotel.
BAB @I
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 5
Dasar pengenaan pajak adaiah jumiah pembavaran vang dilakukan
kepada pengusaha Hotel.

Tarif pajak ditetapkan sebesar 1{



"BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 7

(1) Pajak yang terutang dipungut di Daerah ;
(2) Jumlah pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

BAB YV
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal §

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan
takwim,

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pslayanan yang
diberikan oleh pengusaha Hotel.

Pasal 10

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD ;

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Waji‘h Pajak atau
Kuasanya ;

. (3) SPTPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan
kepada Kepala Daerah sclambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah
berakhirnya masa pajak ; ‘

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala
Daerah.



BAB Vi
TATA CARA PERHITUNGAN DAN
PENETAPAN PAJAK
Pasai 11

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimakeud dalam pasal 10 ay:i (),
Kepala Daerah menetapkan pajak terviang dengan menerbitkan SKPD;
(2) Apabila SKPD sebaguirana dimakeud pada ayat (1) tidak atau kurang
dibayar setelah lewat wakie paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
SKPD diterima, dikenakan sanke! administrasi berupa bunga sehesar

]

2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

i 1o

Dr?qi\i b4
Kabdi 14

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud

dalam pasal 10 ayat (1) digunakan ok mescitg,
mempethitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang teratane |

(2) Dalam jangka wakiu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnys najai,
Kepala Daerah dapat menerbitkan :
a. SKPDKB;
b. SKPDKBT;
c. SKPDN.

@) SKPDIL scbagaimana
diterbitkan:

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak

nada  avat (2) hunuf a

yvang fteruiang fdak atau kurang dibayar, dikenakan senksi

administrasi bsrupa burnga sebesar 2 9. (Jua persen) sebulan

dihitung dari ; itan terlambat -diboyar untk

jangks woktu p

Y " e gt AT b
Jé 1 empat) bulza 4 aEmng

sejak saat terutang paisk ;
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b. Apabila SPTPD tidak sampai dalam jangka waktu yang ditentukan
dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak
yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka wakfu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya
pajak ;

¢. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang
terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok
pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen)
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung
sejak saat terutangnya pajak.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan
apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap
yang menyebabkan penambahan jumlah pajak vang terutang, akan
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus
persen) dari jumliah kekurangan pajak tersebut ;

SKPDN scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ diterbitkan
apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumiah
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak
atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah
ditentukan, ditagih dengan menerbitkan 8TPD ditambah dengan sanksi
adminisirasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan ;

Penambahan jumiah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri

sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
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BAB VI
TATA CARA PEMBAY ARAN

Pasal 13

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain vang
ditunjuk oleh Kepala Dacrah sesuai waktu yang ditentukan dalam
SFTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD ;

(2Z) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk,
hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah sclambat-
lambatnya 1 X 24 iam atau dalam wakm yang ditentukan olzl: Kepala
Daerah ; :

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas ;

(2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak
untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah
memenuhi persyaratan yang ditenfukan ;

(3) Angsuran pembavaran pajak secbagaimana dimaksud pada avat (2)
harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak vang belum
atau kurang bayar ;

(4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada

untuk menunda pembayaran pajak sampai batas wakiu vang ditentukan
setelah memenuhi persyaratan yang diteniukan dengan dilenakan
bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumiah pajak vang belura  atau
kurang dibavar ;

(3) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembavarca serta
tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (4) , ditetapkan oleh Kepala Daerah.



Pasal 15

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14
diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat  dalam buku
penerimaan;

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku
penefimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayaf (1) ditetapkan
oleh Kepala Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 16

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari
sejak saat jatuh tempo pembayaran :

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau
Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus
melunasi pajak yang terutang ;

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat .

Pasal 17

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam
jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat
Peringatan atau surat lain vang sejenis, jumlah pajak yang harus
dibayar ditagih dengan Surat Paksa ;

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh
satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat

lain yang sejenis.
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Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka
waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surar Paksa, pejabat

segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan.
Pasal 19
Setelah  dilakukan penvitaan dan Wajib pajak belum juga
melunasi  pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal

pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan penyitaan, pejabat melakukan
permintaan penstapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menctapkan hari tanggal, jam dan
tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera

gecara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21

Bentuk, jemis dan isi formulir yang dipergunakan untuk

pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan olch Kepala Daerah

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 22
Wajib Pajak dapat

(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan

memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ;
i $3 ogatss § ums sy T3S VIR G T 5 s Ao babaﬁm a.ak
(2) Tata cara pemberian pengwanan, Kennganan dan pemoevasan pdj

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oich Kepala Daerah.
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BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

(1) Kepala daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD
vang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan
hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-
undangan perpajakan Daerah |

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak vang tidak
benar ;

¢. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa
bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi
tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan
karena kesalahannva.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan dan
penghapusan  atau pengurangan sanksi adminisirasi atas SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT dan STPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala
Daerah atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan
memberikan alasan yang jelas ;

(3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima . sudah
harus memberikan keputusan ;

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan,
permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan Keteiapan dan
penghapusan  atau pengurangan s‘fmksi administrasi  dianggap
dikabuikan,
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BAB Xi
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 24

{1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah
atau pejabat atas suatu :
a. SKPD;
b. SKPDKB ;
¢. SKPDKBT;

d. SKPDLB:
e. SKPDN.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan secara iertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3
(tiga) bulan sejak anggal SKPD, SKPDKRB, SKPDKBT, SKPDLB dan
SKPDN diterima oleh Wajib Pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan
diluar kekuasaannya ;

(3) Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal Surat permohonan keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diterimakan, sudah menerima keputusan ;

(4) Apabila sctelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan scbagaimana
dimaksud pada avat (3) Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan
keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan ;

(5) Mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya
keputusan keberatan ;

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda

kewajiban membayar pajak.



Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal
24 atau banding secbagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikabulkan
schagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 27

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak kepada Kepala Dacrah atau pejabat secara tertulis
dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;

b. Masa Pajak ;

c. Besamya kelebihan pembayaran pajak ;
d. Alasan yang jelas.

(2) Kepala Daerah atau pejabai dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memberikan keputusan |

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui,
Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan maka
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1
(satu) bulan ;

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan
pembavaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud ;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu
paling lama 2 (dua) bulan segjak diterbitkannya SKPDLB dengan

menerbitkan Surat Perintah Membavar Kelebihan Pajak (SPMKP) ;



(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilzlakan
setelah lewat wakiu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKEPDLB,
Kepala Daerah atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 %

{dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang

pajak lainnya, scbagaimana dimaksud  dalam pasal 27 ayat (4)
pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah-bukuan dan bukii

pemindah-bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah meismpaui
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnvz pajak,
kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibid
perpajakan daerah ;

(2) Kedaluwasa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung

maupun tidak langsung.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 36

(1) Wajib Pajak karena keplpaannya tidak menvampaikan SPTPD
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(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPIPD atau
mengisi tidak dengan benar  atau tidak lengkap melampirkan
keterangan yang tidak benar schingga merugikan keuangan daerah
dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan
atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 31

Tindak pidana scbagaimana dimaksud dalam pasal 30 tidak
dituntut  setelah melampaui jangka wakm 10 (sepuluh) tahun sejak saat
terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 32

(1) Psjabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah
Daersh diberi wewenang khusus sebagai Penyidik unfuk
melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara
Pidana yang berlaku ;

(2) Wewenang  penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan dacrah agar keterangan atau laporan fersebut
menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribagi atau badan feniang Kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan ftindak pidana perpajakan

daerah;
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c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah; l

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen

- lain berkenaan dengon tindak pidana di bidang perpajakan
daerah; '

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan  bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti terscbut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

g menvuruh berhenti, dan/atau melarang  sescorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf'c ;

h. memotret sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana
perpaiakan daerah;

i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

J. mengheniikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang perpajak dacrah menurut
hukum yang bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntat Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
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Pasal 34

Dengan berlakunya Perawran Dagrab int maka Peraturan Dacrah

ki,‘mp“ ien Daerah Tingkat I Kediri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak

"
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Pasal 33

Peraturan Dacrah mi mul:u boriaku padz tanggal dumdanghan,

;‘agar tiap orang dapat mengetahuinya, memenniahkan
penjundangan  Peratwran Daersh ini  dengan ﬁa*nempa%::s..y. dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Kedini
Disshkan di Kediri
pada taiggal 2 Juni 2001
BUPATI KEDIRI
Tid.

Ir. H. SUTRISNO

Dimdnngkmd: ‘ Kediri
pada tanggal 2 Juni 2001

Du;ahn sesual dengm aslmya

s G s engambil salinan
SEKRETARIS DAERAH a N PA

P
/.‘ #
BAFNIAM SANTOS A
s i Pembina Utama Nuds
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NIP. 510 053 349
TAHUN 2001 NCMOR 2/A SERI A

Ir. H. IMAM SANTOSA
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PENJELASAN
_ ~ ATAS & |
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
' ‘NOMOR 14 TAHUN 2001

~ TENTANG

PAJAK HOTEL

PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Téhl;ﬂ 2000 tentang
Peruba.han atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, maka Peraturan Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat 1T Kediri Nomer *
10 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran dipandang sudah tidak sesuai Iag1 :
seh}ngga pcrlu dirubah dan disesuaikan dengan Pcraturan Perundang-undangan vang
baru

Sesuai Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dimaksud pengaturan PajaL
Hotel dan Restoran diatur secara terpisah dalam 2 {(dua) Peraturan Daerah.

Schubungan dengan hal fersebut maka dalam rangka menio katkan
Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak dan untuk kelancaran dalam pelaksanaan

pemungutan pajak hotel perlu menetapkan kembali ketentuan tentang pemungutan

pajak hotel yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah baru.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan pasal 35 : Cukup jelas. .
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